
KEPUTUSAN KEPALA BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I

BANDUNG NOMOR : HK.02.03/C.X.5/269/2026

TENTANG

TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) PADA BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN

KELAS I BANDUNG TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I BANDUNG

Menimbang : a.

b.

Bahwa dalam rangka mewujudkan kepemerintahan yang baik dan bersih di
lingkungan Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung;
Bahwa untuk mempercepat tercapainya butir a dan b tersebut diatas perlu
ditetapkan keputusan mengenai Tim pembangunan Zona Integritas menuju
Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
(WBBM) dengan keputusan Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I
Bandung.

Mengingat : a.
b.
c.

d.
e.

f.

g.

h.

i.

j.

Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 
Undang-undang RI Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara;
Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara;
Undang-undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;
Peraturan Pemerintah RI Nomor 90 tahun 2010 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah;
Peraturan Pemerintah RI No 45 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan 
APBN;
Keputusan Presiden RI Nomor 42 tahun 2001 tentang Pedoman Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
Peraturan Menteri  Keuangan Republik Indonesia Nomor  210/PMK.05/2022
tentang tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan; 
Peraturan Menteri Kesehatan RI No.21 tahun 2024 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Kementerian Kesehatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :   KEPUTUSAN KEPALA BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I BANDUNG

TENTANG TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI

KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) BALAI

KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I BANDUNG TAHUN 2026
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PERTAMA : Membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)

dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I

Bandung Tahun 2026

KEDUA : Tim WBK dan  WBBM dibentuk  dalam rangka  percepatan  terwujudnya  hasil  penilaian

indikator komponen pengungkit dan mendapatkan hasil memenuhi syarat menjadikan Balai

Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung WBK dan WBBM;

KETIGA  :   Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas tersebut di atas dibebankan pada DIPA

Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung Tahun 2026;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir tanggal 31 Desember 2026

dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalan Surat Keputusan ini

akan dilakukan perubahan sebagaimana semestinya

Ditetapkan di : Bandung

Pada Tanggal : 23 Januari 2026

Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung

Sedya Dwisangka

Tembusan :
1. Direktur Jenderal P2, Kementerian Kesehatan RI di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan RI di Jakarta;
3. Kepala Biro Keuangan dan BMN Kementerian Kesehatan RI di Jakarta;
4. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Propinsi Jabar di Bandung;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bandung 1 di Bandung;

6. Yang Bersangkutan

${ttd}
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Lampiran 1 : Surat Keputusan Kepala Balai Kekarantinaan
Kesehatan Kelas I Bandung Nomor :
HK.02.03/C.X.5/269/2026 Tanggal 23  Januari  2026
tentang Tentang Tim Pembangunan Zona Integritas
Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah
Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Balai
Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung

TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
(WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)

PADA BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I
BANDUNG TAHUN 2026

Pengarah : Kepala BKK Kelas I Bandung

Penanggung Jawab : Kepala Sub Bagian Administrasi Umum

Ketua : Ketua Tim Layanan Publik dan Zona Integritas

Sekretaris : Ayu Retno Setyowati

Pokja Manajemen Perubahan,

Koordinator : Rifi Adi Sucipto, S.K.M., M.K.M

Anggota : 1.    Boyke Tanaka, S.K.M.

2. H. Eddy Harianto, S.K.M., M.Epid

3. B. Bayu Sabdo Kusumo, S.K.M., M.K.M

4. Muga Mulya, S.A.P

5. Marliah Santi HR, S.K.M

6. Amanda Cherkayani Sejati, S.K.M., M.P.H

7. Luki Sumarto, S.K.M

8. Asep Saepuloh, S.Kep., Ners.

9. Marina Makbul S.K.M., M.Kes.

10. Putri Garnadithia, S.A.P

11. Rishamdi Saputra, S.K.M.

12. Wiki Sesiana Kusuma, S.K.M.

Pokja Penataan Tatalaksana,

Koordinator : Triadi Anugerah, S.K.M.

Anggota : 1. Muldie, S.K.M.

2. Liana Rica Mon Via, S.K.M., M.Epid

3. Yani Salam, S.Si.

4. dr. Nadindra Madhyastha, M.M.

5. Muhammad Nurdin, S.K.M.

6. dr. Amriyah Suci Nurani

7. Lisda Daryati

8. Indah Dinar A, S.Kep., Ners

9. Mohamad Dahlan Fazhry

10. Vethrin Pratiwi

11. dr. Vivi Wulandari

12. dr. David Grandisa

13. Yanto Riyanto, S.Kep.

14. Muchamad Iqbal Zarkasih, S.Kep.
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Pokja Penataan Sistem Manajemen SDM,

Koordinator : Nuning Yayuk Wulandari, S.Kom, M.M.

Anggota : 1. Kiki Atantio Bagiyadi

2. Subhan Zaeni, S.A.P

3. Juhana

4. Inu Wisnu

5. Tatang Supriatna

6. Anggia Maudy Pratiwi

7. Marchelina Susanto, S.Kep

8. Josephine Inggrid Lavinia, S.Kep

9. Tri Wisnu Wardhani

10. Gelar Jaya Suwandi, S.T.

11. Ade Jamaludin, Amd, Kep

12. Muhamad Maulana Adhitya, S.Kep.,Ners

Pokja Penguatan Akuntabilitas,

Koordinator : Dudy Affiandy, S.K.M., M.Si

Anggota : 1. dr. Nanang Lioncu, M.K.M

2. Agus Sutomo, S.K.M.

3. Yustikawati, S.K.M., M.K.M.

4. Sira Elko, S.K.M., M.K.M.

5. dr. Ardina Cahya Wiyanti

6. Keke Riskawati, S.K.M.

7. Rahmawati Jati Murwani

8. Arsy Nessya Pramudyawanti, S.K.M.

9. Dedeh Supriatin, A.M.K.

10. Widyanti Oktaviani, S.E.

11. Eva Lismawati, S.Kep.

12. Eka Oktaviani, S.Kep.

13. Achmad Hufron

Pokja Penguatan Pengawasan,

Koordinator : dr. Elly Farida

Anggota : 1. Teguh Dhika R,S.K.M., M.Epid

2. Mariati Sinaga

3. Yeni Suryamah, S.K.M., M.Epid

4. dr. Widy Astuti, M.K.M

5. Ignatius Sildani Kristi Damopolii, S.I.P.

6. Detianti Sri Irawati, S.E

7. Moh. Imanuddin S, S.K.M.

8. Sulaeman, S.K.M

9. Awaludin

10. Hilda Fuzida Asri, S.A.B

11. Ryan Juliansyah, S.K.M.

12. Dewi Patmawati, S.K.M.

13. Handy Dinar Astiansyah

14. Dina Aprimilda, S.Kep.

15. Agus Widiyanto

16. Abdul Latif Fitroh, S.K.M.
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17. Anggi Deasy Purwanti, AMKL

18. Desy Apriyanti, S.Kep., Ners.

Pokja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik,

Koordinator : Nurul Afifa, S.Si.T., M.Keb., MH.Kes

Anggota : 1. Yani Dwiyuli Setiani, S.K.M., M.K.M

2. Muhammad Dani Suarman, S.E.

3. Euis Herwati

4. Yenni Rissa, S.K.M.

5. Yusep Nurohman, S.K.M.

6. Vhanie Vhalentine Wim Beny, S.Ak.

7. Anis Yuslichah

8. Nuni Nurbayani

9. Akmal Firmansyah Putra

10. Bayu Rizky Riannisa, S.Kep.

11. Rozikin

12. Nurul Ikhsan

13. Zulfitriani

14. Agustin Cicaningsih

15. dr. Batari Nandini

16. Ryzki Andhika Swandi, Amd, Kep.

17. Agistian Hermanto, S.Kep, Ners.

18. Almira Zafira, A. Md., Kep

Ditetapkan di : Bandung

Pada Tanggal : 23 Januari 2026

Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung

Sedya Dwisangka
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Lampiran 2 : Surat Keputusan Kepala Balai Kekarantinaan
Kesehatan Kelas I Bandung Nomor :
HK.02.03/C.X.5/269/2026 Tanggal 23  Januari  2026
tentang Tentang Tim Pembangunan Zona Integritas
Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah
Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Balai
Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung

TUGAS TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS 
DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)

PADA BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I BANDUNG 
TAHUN 2026

Tugas Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan 

Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) sebagai berikut :

Penanggung Jawab

1. Bertanggung Jawab Atas Semua Proses Pembangun Zona Integritas Balai 

Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung;

2. Mengarahkan Rencana Pembangunan Zona Integritas menuju target yang telah ditetapkan.

Ketua Zona Integritas

1. Mengkordinir semua pokja untuk melakukan tugas yang telah ditetapkan;

2. Membantu penanggung jawab untuk mengarahkan perencana pembangunan zona integritas;

3. Memastikan target setiap pokja terlaksana sesuai rencana kerja.

Tugas Pokja

1. Manajemen Perubahan

• Menyusun tim kerja Zona Integritas Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung;

• Menyusun dokumen perencana kerja percepatan terwujudnya wilayah bebas dari korupsi

(WBK);

• Pemantauan dan evaluasi percepatan terwujudnya wilayah bebas dari korupsi (WBK);

• Mendorong percepatan pola pikir dan budaya di Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I 

Bandung;

• Mendorong AOC untuk melaksanakan program kerja yang sudah disusun.

2. Penataan Tatalaksana

• Mereview standar operasional prosedur dan standar pelayanan, kegiatan utama 

pendukung, dan lainnya;

• E-office (memantau pelaksanaan sistem pemerintahan berabasis elektronik);

• Mendorong pembentukan informasi publik dengan memantau pembaharuan informasi 

kepada masyarakat.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
 yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

                               6 / 7                               6 / 7



3. Penataan Sistem Manajemen SDM

• Merencanakan kebutuhan pegawai sesuai deasis kompetensi;

• Menyusun penetapan kinerja individu;

• Mendorong pengembangan kebutuhan organisasi;

• Menyusun penetapan kinerja individu;

• Mendorong penegakan aturan disiplin/kode etik/ kode perilaku pegawai;

• Mengelola sistem informasi kepegawaian.

4. Penguatan Akuntabilitas

• Mendokumentasikan keterlibatan pimpinan dalam kegiatan utama jenis pendukung dan 

lainnya;

• Pengeloaan akuntabilitas kinerja.

5. Penguatan Pengawasan

• Pengendalian Gratifikasi;

• Penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP);

• Mengelola pengaduan masyarakat;

• Mengelola Whistle Blowing Sistem;

• Penanganan benturan kepentingan.

6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

• Mereview standar pelayanan;

• Mendorong percepatan budaya pelayanan prima;

• Melakukan penilaian pengawasan pengguna jasa.

Ditetapkan di : Bandung

Pada Tanggal : 23 Januari 2026

Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung

Sedya Dwisangka
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